PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 20 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN PRESI DEN NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANI SASI, DAN TATA KERJA
KEMENTERI AN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni mbang :

bahwa dal am rangka nendukung tersel enggaranya tertib adm ni strasi
peneri ntah dan peningkatan kinerja Kabinet |Indonesia Bersatu,
di pandang perlu mengubah Peraturan Presiden Nonmor 9 Tahun 2005
tentang Kedudukan, Tugas, Susunan O ganisasi, dan Tata kerja
Kenent eri an Negara Republik Indonesia sebagai nana tel ah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nonor 94 Tahun
2006;

Mengi ngat

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara
Republ i k I ndonesi a Tahun 1945;

2. Undang- Undang Nonor 32 tahun 2004 tentang Penerintahan Daer ah
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonmor 125,
Tanbahan Lenbaran Negara Republik [Indonesia Nonmor 4437)
sebagai mana tel ah di ubah dengan Undang- Undang Nonor 8 Tahun
2005 tentang Penet apan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-
Undang Nonor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nonmor 32 Tahun 2004 tentang Penerintahan Daerah
Menj adi  Undang- Undang (Lenbaran Negara Republik |ndonesia
Tahun 2005 Nonor 108, Tanbahan Lenbaran Negara Republik
| ndonesi a Nonor 4548);

3. Peraturan Presiden Nonmor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kenenterian
Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali
di ubah terakhir dengan peraturan Presiden Nonor 94 Tahun

2006;
4. Peraturan Presiden Nonor 10 tahun 2005 tentang Unit
Organi sasi dan Tugas Eselon | Kenenterian Negara Republik

| ndonesi a sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nonor 17 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menet apkan :

PERATURAN PRESI DEN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN

PRESI DEN NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
SUSUNAN ORGANI SASI, DAN TATA KERJA KEMENTERI AN NEGARA REPUBLI K
| NDONESI A.



Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nonor 9 Tahun 2005
tentang kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan O ganisasi, dan Tata
Kerja Kenenterian Negara Republik Indonesia yang telah beberapa
kal i di ubah dengan Peraturan Presiden:

a. Nonmor 62 Tahun 2005

b. Normor 90 Tahun 2006

C. Normor 94 Tahun 2006

di ubah sebagai beri kut:

1. Ketentuan Pasal 132 diubah, sehingga berbunyi sebaga

beri kut :

"Pasal 132

(1) Wakil Ment eri Luar Negeri, Sekretaris Kenenterian
Koordi nator, Sekretaris Jenderal Kenenterian Negara,
Deputi, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan
Kepal a Badan adal ah j abatan struktural eselon I.a.

(2) Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon |.b atau
ser endah-rendahnya eselon I1. a.

(3) Kepala Biro, Asisten Deputi, Direktur, Kepala Pusat,
| nspektur, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris
Badan, dan Sekretaris Inspektur Jenderal adal ah jabatan
struktural eselon II.a.

(4) Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Kepal a Subdi rektorat
adal ah jabatan struktural eselon I11l.a.

(5) Kepala Subbagi an, Kepala Subbidang, dan Kepala Seksi
adal ah Jabatan strutural eselon IV.a."

2. Ketentuan Pasal 133 diubah, sehingga berbunyi sebaga

beri kut :
"Pasal 133
(1) Wakil Ment eri Luar Negeri, Sekretaris Kenenterian
Koordi nator, Sekeretaris Jenderal, Inspektur Jenderal,
Sekretaris Kenent eri an Negar a, Deput i, Di r ekt ur
Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan dan St af

Ahl i di angkat dan di berhenti kan ol eh Presiden atas usu
Ment eri yang ber sangkut an.

(2) Pejabat Struktural eselon Il ke bawah diangkat dan
di ber henti kan ol eh Menteri yang ber sangkut an.
(3) Pejabat Struktural eselon 111 ke bawah dapat diangkat

dan di berhenti kan ol eh Pejabat yang diberi pelinpahan
wewenang ol eh Menteri."

3. Ket ent uan Pasal 139 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebaga
beri kut :

"Pasal 139

a. Depart enen Luar Negeri



1)
2)

3)

4)

5)

Menteri Luar Negeri dibantu oleh seorang Wkil
Ment eri

Sekretaris Jenderal terdiri dari paling banyak 6
(enan) Biro, masing-masing Biro dapat terdiri dari
paling banyak 5 (lim) Bagian, dan nasing-nasing
Bagian terdiri dari paling banyak 4 (enpat)

Subbagi an.
| nspekt orat Jenderal terdiri dari:
a. Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri dari

paling banyak 5 (lim) Bagian, dan nasing-
masi ng bagian terdiri dari paling banyak 4
(enpat) Subbagi an;

b. | nspektorat paling banyak 4 (enpat) dan
masi ng- masi ng | nspekt or at terdiri dari
Subbagi an Tata Usaha dan Kelonpok Jabatan
Fungsi onal .

Direktorat Jenderal terdiri dari:

a) Sekretaris Direktorat Jenderal terdiri dar
paling banyak 5 (lim) Bagian, dan Masing-
masing Bagian terdiri dari paling banyak 3
(tiga) Subbagi an;

b) Direktorat paling banyak 6 (enan) nmasing-
masing Direktorat terdiri dari paling banyak
5 (lima) Subdirektorat terdiri dari paling
banyak 4 (enpat) Seksi.

Badan terdiri dari:

a) Sekretariat Badan terdiri dari paling banyak
4 (enpat) Bagian, dan nmasing-Msing Bagian
terdiri dari pal i ng banyak 3 (tiga)

Subbagi an;
b) Pusat paling banyak 3 (tiga), nasing-nmasing
Pusat terdiri dari kel onpok j abat an

fungsi onal dan/atau dapat terdiri dari paling
banyak 5 (lim) Bidang, dan masing-nasing
Bidang terdiri dari paling banyak 4 (enpat)
Subbagi an. "

Pasal ||

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

D tetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Maret 2008

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
ttd.

DR H. SUSI LO BAMBANG YUDOYONO



